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Topik Empu

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP:
Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi
Perempuan

Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code D=
Legal Protection versus Criminalization against Wome

Laili Nur Anisah
Jejer Wadon A

Mgaruary, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57373, Indones
laili.nuranisah@gmail.com

Kode Naskah: DDC 305
Kronologi Maskah: diterima 20 April 2018, direvisi 26 April 2018,
diputuskan diterima 30 April 2018

Abstract

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned uest
an undetermined tima, several articles deamed to be problematic. One of them &
a criminal act of fornlcation. A new article will convict a denlal-men who promisss
woman he has intercoursed with, Eventhough that article is meant to protses
wamen, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpatrstes.
This paper examines the position of women among the articles which will protsss
waomen's rights as well as thase which criminalize them. This paper is a normatees
juridical study by using literature review and aims to find the problem and sk
intend salving it. The result, victimized-women protaction Article in RKUHP shauls
carefully be formulated in order not to allow victiom women 10 be criminalized.

Keywords: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenss
victimogenic, enforcement

Abstrak

Tanagal 14 Februar 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undass
Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga wakiu yang belus
ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersetes
mengenal perluasan tindak pidana perzinaan, Pasal baru yaknl dapat dipidanamss
faki-laki yang bessetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinss
kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaas
Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungl kepentingan perempuan dl S8
fain pasal tersebut juga dapat menjad] faktor kriminegen yang bisa membuess
perempuan korban beralih menjadi pelaky tindak pidana Tulizan ini mengsss
mengenal posisi perempuan di antara pasal perdindungan serta pasal yang
menganeam Kriminalisasi terhadap perempuan, Tulisan ini merupakan penslives
yuridis normatif dengan menggunakan kajlan kepustakaan untuk menemukss
permasalahan  serta pemecahannya, Haslinya, pasal perlindungan bag
perempuandapatl menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korbss
sehingga perlu dirumuskan secara hatl-hati agar tujuannya tidak bergeser,
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angan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
? sudah diinisiasi sejak tahun 1963, hingga hari ini praktis sudah
pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHE) telah
. KUHP telah digunakan sebagai hukum positif di Indonesia sejak
® o Belanda tahun 1913, Sebagai negara jajahan, saat itu Indonesia
menogunakan kitab undang-undang yang sama. Setelah tahun
® disahkan menjadi undang-undang yang tetap berlaky setelah
=2 merdeka melalui Undang-undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang
= Hukum Pidana. Urgensi pembaruan KUHP memiliki tiga alasan
Siebarkan dalam naskah akademik RUU KUHP. meliputi landasan
L endasan sosiologis dan landasan yuridis.

==an filosofis berangkat dari kebanggaan sebagai bangsa merdeka
= seharusnya memiliki KUHP sendiri, bukan hasil warisan kolonial.
sosiologis bermakna bahwa hukum pidana dapat mengikuti
gan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mampu menjawab
% perkembangan tindak pidana baru, Terakhir, landasan yuridis
“kan sebagai pembaruan peraturan perundang—wdangan agar
‘S=sdasarkan hierarki perundang-ufdangan yang telah ditetapkan,
2 kstiga landasan di atas sudah sangat tepat menjadi alasan
#an KUHP, namun demikian dalam praktiknya pasal-pasal perubahan
B S=nfu mengusung semangat yang sama dengan ketiga landasan
Fasal-pasal tersebut salah satunya akan dibahas dalam tulisan ini.

r gan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUL PKS)
U RLSP saling berpacu untuk disahkan oleh DPR, mengingat keduarya
program legis|asi nasional {prolegnas) pricritas tahun 2018, RUU
=nakat dari inisiatif DPR, sedangkan RUU KUMP merupakan usulan
et (http://wikidpr.org/ruu/prolegnas-prioritas-2018), Di  antara

e bersinggungan mengenai peéngaturan pasal-pasal perlindungan
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perempuan. RUU PKS diharapkan lebih bersifat spesialis daripada RUL KUHP
mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
seksual. Komisi Masional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) memilah kekerasan perempuan dalam tiga kategori besar, ranah
personal/KDRT, ranah komunitas dan ranah negara. Kekerasan pada ranah
personal didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk kekerasan
dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan asmara, termasuk di
dalamnya kekerasan terhadap istri dan pacar [Komnas Perempuan 2017, h,
22). Padaranah personal kekerasan dalam pacaran menempati posisi tertinggi
kedua setelah angka kekerasan terhadap istri, Jumlah kekerasan dalam
pacaran setiap tahun selalu berada di atas angka 1.000 kasus. Tahun 2017
Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 1.873 kasus (Komnas Perempuan
2018, h. 1), tahun 2016 sebanyak 2.171 kasus {Komnas Perempuan 2017, h. 1),
tahun 2015 terdapat 2.734 kasus (Komnas Perempuan 2016, h. 19), tahun 2014
sebanyak 1.784 kasus (Komnas Perempuan 20185, h. 16). Terakhir tahun 2013
kekerasan dalam pacaran menembus angka 2.507 (Komnas Perempuan 2014
h. 12) kasus kekerasan. Angka-angka tersebut ditangkap oleh pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR} sebagai sesuatu yang mendesak untuk
diregulasi baik sebagai upaya pencegahan maupun usaha pemberantasan,

Pemerintah melalui RUU KUHP mencoba memasukkan pasal untuk
menanggulangi kekerasan dalam pacaran, salah satunya tertuang dalam
Pasal 447 Bagian Keempat tentang Perzinaan BAB XVI tentang Tindak Pidana
Kesusilaan dalam RUU KUHP versi tanggal 8 Maret 2018. Berikut bunyi pasal
tersebut:

{1} Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dengan persetujuan
perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari
Janji tersebut karena tipu muslihat yang lain, dipidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategari iil.

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia
mengawini atau ada halangan untuk kawin vang diketahuinya menurut
peraturan perundang-undangan di bida ng perkawinan dipidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV,

(3} Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sebagai korban janji akan dikawini, ketantuan sebagaimana dimaksud
Pasal 446 ayat (1) hurufe tidak berlaku.
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Konsep Perzinaan dalam KUHP dan RUU KUHP

Kata zina di KUHP dalam bahasa Inggris disebut dengan adultery, kata
tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berart:

1) Perbuatan Persenggamaan antara laki-lakf dan Perempuan yang tidak terikar
oleh hubungan perkawinan, 2) perbuatan Persenggamaan seorang laki-laki
yang terikat perkawinan dengan searang PErEMpUan yang bukan istrinya, atau

SBOTANg perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang
bukan sua minya.

Perzinaan sendiri telah diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 294 KUHP
yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam den gan pidana penjara paling lama 9 fsem bilan) bulan:
ke-1, & Seorang pria vang telah menikah yang melakukan zina,
padahal diketahuinya Ppasal 27 BW berjaky baginya.
b. Seorang wanita telah menikah melakukan zina,

ke-2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan ity
padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.
b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan
perbuatan itu padahal diketahuj olehnya, bahwa yang turut
bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaky baginya.

(2) Tidak dilakukan Penuntutan melainkan atas Pengaduan suami/istri yang
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo
tiga bulan diikuti dengan permintaan berceral atay pisah meja dan
tempat tidur karena alasan itu juga.

(3) Terhadap Pengaduan ini tidak berlaky pasal 72, 73 dan 75,

{4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang
pengadilan belum dimulaj.

Pasal di atas oleh Frodjodikoro dikatakan sebagai “sesuaty yang
tidak logis" (Prodjodikoro 2012, h, 117). Menurutnya pasal tersebyt ticlak
mencerminkan keadilan ¥ang sama antara perempuan dan laki-lakj, Hanya
laki-laki yang tunduk pada Pasal 27 BW saja yang dapat dijerat oleh pasal
tersebut, sedangkan bagi perempuan tidak melihat adanya prasyarat
tertentu seperti pada la ki-laki, Pasal 27 BW sendiri mengatur penggolongan
Penduduk, yang tunduk kepada pasal tersebyt hanyaada 2 golongan, Eropa
dan Cina. Jadi pasal tersebyt tidak dapat dikenakan pada laki-laki selain
laki-laki yang masuk dalam golongan Eropa dan Cina, Prodjodikoro bahkan
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“menyebutkan seharusnya bagi laki-laki Islam wajib dikenakan pasal tersebut
karena tidak ada lagi alasan untuk melakukan perzinaan sebab adanya
balehan berpoligami dalam ajaran Islam (Prodjodikoro 2012).

Pasal perzinaan dalam KUHP juga merupakan warisan dari Kitab Hukum
‘Pidana Belanda yang mengacu pada Hukum Romawi. Pasal inf dalam Hukurm
Bomawi hanya dikenakan pada perempuan saja, karena perempuan dinilai
smiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Seorang istri
yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dipandang sebagai
‘perbuatan yang merugikan hak suami untuk menuntut kesetiaan darf istrinya
dalan sebuah perkawinan, Ketentuan pasal tersebut diikuti oleh Code Penal
Srancis yang memandang perempuan memiliki kedudukan tidak setara
& depan hukum, Namun dalam perkembangannya, ketimpangan posisi
sersebut kemudian dikoreksi oleh Hukum Gereja Katolik yang memandang
antara laki-laki dan perempuan keduanya dinilaj dapat melakukan perzinaan.
Sukum Gereja Katolik memandang perzinaan (overspel) sebagal “in breuk
op de heilige band van het huwelijk” atau penodaan terhadap ikatan sudi
serkawinan (Lamintang 1990, hh. 90-92).

Definisi zina itulah yang kemudian dimasukkan dalam rumusan Pasal
340-344 Criminee] Wetboek vaor het Koninkrijk Holland, dan menjadi Pasal
54 KUHP di Indonesia. Lamintang mengungkapkan pendapat mengacu
4a Bemmelen dan Hattum, yang menyetujui pasal perzinaan semestinya
k hanya dikenakan pada laki-laki dan perempuan yang telah menikah
‘melainkan bagi mereka, laki-laki dan perempuan yang belum menikah
Juga semestinya dikenakan pasal ini. Pendapat inl didasarkan pada tujuan
=<al selain menjaga ikatan perkawinan;menjaga asal-usul keturunan, juga
serbuatan tersebut lekat sekali dengan dosa (Lamintang 1990, hh. 94-96).
smun di Belanda sendiri dewasa ini pasal perzinaan sudah dihapuskan,
Marpaung memiliki pendapat lain yang menyanggah pendapat Lamintang
& atas. Menurutnya jika tujuan dari dimasukkannya tindak pidana
serzinaan dalam KUHP untuk melindungi ikatan perkawinan, maka tanpa
dituntutpun suami istri dapat mengajukan perceraian tanpa melalui
—engaduan tindak pidana perzinaan. Dengan demikian menurutnya pasal
perzinaan merupakan pasal yang sia-sia. Alasan kedua, Marpaung sepakat
sahvwa pemahaman mengenai hak asasi manusia telah meluas termasuk hak
wntuk menikmati hubungan seksual di antara dua orang yang telah dewasa.
Ml ini semestinya sudah cukup untuk menghapus pasal perzinaan dalam
san KUHP (Marpaung 1996, h. 42).

Pgrempuan 51
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Pasal zina dari awal pembentukannya memang mengandung kontroversi,
berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya sepert
pembunuhan, pencurian, pemalsuan dan penggelapan. Hal ini terlihat dari
rumusan pasal yang dikategorikan sebagai delik aduan yang dapat ditarik
\ kermnbali sebelum pemeriksaan di pengadilan, serta pengadu hanya suami atau
istri dan tidak dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Delik aduan
dalam sejarahnya muncul dalam peraturan hukum pidana karena pembuat
undang-undang merasa bahwa kemungkinan pihak korban menderita lebih
besar jika kepentingan umum didahulukan, sehingga pembuat undang-
undang memberikan kewenangan kepada korban lebih besar daripada
kepentingan umum dengan mengadukan atau tidak mengadukan perbuatan
yang telah merugikannya (Remmelink 2003, hh. 418-419). Pasal perzinaan
merupakan delik aduan absolut, yakni suatu kasus tidak akan pernah diproses
jika tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, juga semua plhak
yang terlibat dalam tindak pidana tersebut harus diproses secara hukum, bak
yang melakukan maupun yang menyuruh melakukan.

RUU KUHP memperluas tindak pidana perzinaan dengan menambahkan
beberapa pasal, yaitu:

1. Zinadidefnisikan tidak lagi hanya bagi suami istri atau salah satunyayang
terikat dalam hubungan perkawinan saja, melainkan juga dikenakan
pada laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan (Pasal
446 ayat (1) huruf & RUU KUHP).

2. Diancamnya pidana bagi laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan
dengan didahului dengan janji akan dikawini, tetapl kemudian
mengingkari (Pasal 447 RUU KUHE).

3. Dikenakannya pidana bagi laki-laki dan perempuan yang hidup bersama
seperti suami istri di uar perkawinan (Pasal 448 RUU KUHP).

Perluasan kata zina dalam RUU KUHP tidak lagi sama konsepnya dengan
kata adultery dalam bahasa inggris. Perluasan tersebut lebih tepat mengarah
pada konsep kata fornication. Dalam Black’s Law Dictionary, fornication
dijabarkan sebagai, “Unlawful sexual intercourse between two unmarried
person’ (Black's Law Dictionary 1968, h. 781}, konsep ini sejalan dengan
Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU KUHP. Jadi terlihat pergeseran makna bahasa
dalam konsep kata zina, dimana akan berimbas pada pembahasan pasal
selanjutnya yakni Pasal 447 RUL KUHP.
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Tindak Pidana Perzinaan RUL KLHP:

Ll Wur Anisah Parlindungan Hukum Versus Kriminalisas) Perempuan

Semua penambahan pasal di atas merupakan delik aduan absolut. Perlu

‘diapresiasi usaha kelompok pembela hak-hak perempuan juga Komnas

Perempuan yang berhasil menjadikan poin ke tiga diatas sebagai delik aduan.

‘Pada RUU KUHP per tanggal 12 Februari 2018 sebelumnya merupakan delik

Biasa, hingga dalam perkembangannya semua tindak pidana perzinaan
dalam RUU KUHP merupakan delik aduan,

Posisi Perempuan dalam Perspektif Feminist Legal Theory

Feminist Legal Theory atau teori hukum feminis didasarkan pada
pendangan gerakan feminis bahwa dalam sejarah, hukum merupakan
nstrumen untuk melanggengkan posisi perempuan di bawah subordinasi
ski-laki. Sejarah yang ditulis kaum laki-laki telah menciptakan bias dalam
konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, dan dalam
pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke-laki-laki-an sebagai norma,
maka ke-perempuan-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan
Begemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan yang
patriarkal. Pandangan tersebut oleh Davies (dikutip dalam Savitri 2006, h.
56) didasarkan atas beberapa kenyataan, pertama, bahwa hukum dan teori
htum secara empiris adalah wilayah laki-laki, karena merekalah yang
menuliskan hukum dan teori-teori hukum.

Kedua, bahwa hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hukum
ah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Sebagai akibatnya hukum seolah-
1 hanya bicara untuk laki-laki dalam kultur vang dominan tersebut,
=tapi tidak berbicara atas nama perempuan atau kelompok terpinggirkan
wnya. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan hakim terhadap kasus-
asus kekerasan seksual pada perempuan dengan kecenderungan sanksi
ng rendah, dengan asumsi bahwa korban berperan serta atas terjadinya
kan tersebut, dengan menafikan persepsi korban. Ketiga, secara
sadisional, teori hukum adalah patriarki karena seringkali berisikan
yang menggambarkan karakter umum dari hukum di mana hukum
ssungguhnya tidak netral dan seringkali digunakan oleh orang-orang
'g memiliki pengalaman dan kuasa untuk menekan orang lain, termasuk
shadap perempuan. Hukum akan cenderung berpihak pada kelompok
3 ideologi dan budaya tersebut berasal, misalnya dalam hukum
awinan, perceraian, perkosaan menurut konsep KUHP, dan lain-lain.
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Feminist legal theory juga menolak konsep netralitas hukum yang
mengandaikan imparsial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan.
Dalam prakiiknya konsep netralitas dan objektivitas hukum justra terbukti
membenarkan marginalisasi perempuan dan berbagal kelompok minaoritas
lainnya, Hal ini dikarenakan hukum hanya melegitimasi “kebenaran®
patriarkis tentang norma hubungan laki-laki dan perempuan yang berlaku
di masyarakat. Objektivitas hukum hanya bisa dicapal jika polaritas dan
dikotomni maskulin ferinin dihilangkan,

Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Kritis

Selama ini pendekatan kriminologl selalu digunakan sebagai pisau analisis
untuk melihal kejahatag darl sudut pandang pelaku. Salah satunya adalah
kriminologi kritis. Pada kriminologi kritls, kejahatan yang dilakukan oleh
pelaku tidak hanya dikarenakan diri pelaku, melainkan dikaitkan dengan kelas,
etnis, relasi endemik patriarkal. Menurut Hagan, kriminologi kritis mencakup
lirma tipe utama pendekatan teoretis, yaknl teorl labeling, teori konflik, sudut
pandang feminls, kritis baru dan pendekatan radikal (Hagan 2015, h. 266).

Kriminologl kritis mencakup berbagai perspektif yang menggugat
asumsi dasar kriminologi arus utama (konvensional), Inciardi (dikutip dalam
Hagan 2015, h, 253} menjelaskan tentang kriminologi kritis sebagat:

Parspektif ini baru dan radikal dalam hai menyelisihi penekanan kriminologis
tradisional atau arus utama pada sifat dan etiologi perifaka kriminal; disebut
berorientasi konflik atau kritis karena berfokus lebih utuh pada nilai dan
perbedaan-perbedaan kultural, kenflik sosial rasisme, dan seksisme sebagai
symber kefahatan dan penyimpangan dalam masyarakat kontemporer; dan
dikatakan marxis karena sejumlah tokahnya berpandangan bahwa hukum dan,
dengan sendirinya, kejahatan serta struktur interaksi individu dan kelompok yang
mendukung kode-kode legal berasal dari tata cara di mana hubungan produksi
dan ekonom dijalankan. {(Hagan 2015, h. 253)

Berikut karakter urmum kriminologi kritis, yaitu: (1) Kejahatan adalah label
yang dilekatkan pada perilaku, biasanya perilaku individu-individu yang
paling tidak berdaya dalam masyarakat. (2} Kelompok-kelompok yang lebih
berkuasa dalam masyarakat mengontrol proses pelabelan guna melindungi
kepentingan mereka. (3) Menggunakan model konflik, bukan menggunakan
model konsensus dalam menjelaskan proses kriminalisasi. (4) Kriminolagi
kritis juga mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan respons rasional
terhadap kondisi yang timpang dalam masyarakat.
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Tindak Pidzns Perzinsan AULEUHP:

L=l Mur Anisah Feriindungan Hukurm versus Krimninalisast Pererpuan

Kriminologi kritis dan viktimologi kritis memiliki kesamaan pandangan
terkait penyebab terjadinya kejahatan, akan tetapi subjek penelitian kedua
mu tersebut berbeda. Kriminologi berbicara tentang pelaku, sedangkan
viktimalogi bertumpu pada analisis korban. Kriminologi kritis dan viktimologi
writis berfokus pada struktur sosial yang membentuk kedua individu. Tulisan
i akan menggunakan pendekatan viktimologi kritis pada pasal-pasal
e=rlindungan perempuan dalam tindak pidana perzinaan di dalam RUU
EUHP,

Perkembangan viktimologl kritis tidak muncul begitu saja dalam
kajlan  hukum, sebelumnya didahului oleh pendekatan viktimologi
Sasitivistik. Viktimologi positivistik menurut Miers dipandang sebagai
wpaya mengidentifikasi faktor-faktor pada tindak pidana tertentu yang
menyebabkan timbulrya korban. Fokus kajiannya pada peranan korban
alam terjadinya tindak pidana, terutama pada tindak pidana konvensional.
Sedangkan viktimologi kritis melihat jauh ke belakang, tidak hanya peranan
*orban saja tetapl juga pada latar belakang yang tidak terlihat (go behind our
Bock), salah satunya yakni proses bekerjanya hukum (Miers dikutip dalam
Indah 2014, hh. 9-17).

Hal senada diutarakan oleh Mawby dan Walklate, pendekatan
wiktimologi kritis merupakan pandangan yang melihat perkembangan
orban dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih
uzs penyebab timbulnya kejahatan dari perspektif korban, Viktimologi kritis
senemukan bahwa kejahatan tidak hanya timbul karena partisipasi korban,
=tapl juga pada struktur sosial yang menyebab‘i‘(an seseorang berpotensi
menjadi korban kejahatan. Viktimologi kritis berkembang seiring dengan

embangan gerakan perempuan di Amerika, sedikit banyvak pemikiran
ada viktimologi kritis dipengaruhi oleh gerakan ini (Mawby & Walklate
94, hh, 17-21).

Menurut viktimologi kritis, struktur ekonomidan patriarki yang cenderung
ehsploitatif merupakan penyebab seseorang potensial menjadi korban.
Ssiem perekonomian dan represi, membuat perempuan tidak memiliki

sngetahuan yang cukup untuk dapat bertahan dalam perkembangan
nan, ini menyebabkan perempuan berada dalam kondisi rentan sebagai
ran kejahatan. Pada kekerasan seksual, perempuan dilemahkan oleh
s=tem patriarki yang memandang perempuan terepresi dan terbatasi
karena gendernya. Perempuan penyandang disabilitas adalah representasi
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maksimal atas struktur sosial yang tidak adil dalam memandang sekaligus
memperlakukan kriteria tersebut. Sementara patriarki  menghasilkan
ketimpangan relasi gender yang melahirkan ketidakadilan terhadap
perempuan (Fakih 2013, h. 12}, Viktimologi kritis Jangkauan analisisnya tidak
lagi menempatkan pribadi korban sebagai penyebab kejahatan, tetapi ada
faktor lain di luar kerban yang membuat seseorang dilemahkan, sehingga
sangat potensial menjadi karban kejahatan. Giddens (dik utip dalam Mawby
& Walklate 1994, h. 20) mengatakan bahwa:

A erltical victimalogy informed by these idens problematizes both the law and the
fole on the state, and place both conceptual empirical questions rajsed by ferminist
movement al the centre of agenda ... and demand that account s taken of the recassive
relationship between agency and structure. (Mawby & Walkiate 1994, h, 20

Dapat dikatakan bahwa viktimologi kritis melihat bahwa proses jatuhnya
korban yang terjadi merupakan akibat adanya struktur yang tidak adil,
timpang, dan represif. Pendekatan inj Jjuga menilai bahwa negara dalam arti

pemerintah dan aparat yang berwenang Juga dapat menciptakan berbagai
viktimisasi terhadap rakyatnya.

Dari kedua pandangan di atas, muncul istilah krimin ogendan viktimogen,
Kriminogen dipahami sebagai faktor penyebab kejahatan yang muncul dari
diri pelaku tindak pidana, sedangkan viktimogen dipandang sebaliknya yaitu
faktor pada diri korban yang dipandang sebagai pemicu terjadinya tindak
pidana. Kedua perbedaan pandangan di atas meme ngaruhi pengaturan baik
hak pelaku maupun hak korban di dalam hukum pidana pada suatu negara.

Antara Perlindungan dan Kriminalisasi Perempuan

Barda Nawawi mengungkapkan penanggulangan tindak pidana
(kebijakan hukum pidana) terdiri dari dua aspek, penal policy yaltu
menggunakan sarana hukum pidana dan non penal policy atau dengan
menggunakan sarana di luar hukum pidana (Nawawi 2008, h. 5). Penal policy
sendiri menurut Mulder (dikutip dalam Barda 2008, hh. 27-29) memiliki tiga
tahapan, yakni tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan terakhir tahapan
eksekusi. Pernbuatan RUU KUHP masuk dalam tahapan formulasi. Tulisan
ini hanya akan membahas tahap formulasi kareria RUL KUHP masih dalam
bentuk rancangan undang-undang. Secara garis besar Muladi dan Barda
Nawawi menggambarkan pembuatan peraturan perundang-undangan
yang memuat sanksi pidana sebaiknya terdiri dari tiga pokek pikiran utama,
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Menurut Barda Nawawi, pasal in| seharusnya fidak dimasukkan ke dalarm

2 tindak pidana Perzinaan, disebabkan hakikat perbuatan yang dilarang
820 kepentingan hukurm yang dilindungi berbeda dengan pasal lain dajam
#=0 tindak pidana perzinaan (Nawawi 2008, h. 262). Semestinya pasal jni
Smasukkan dalam tindak pidana terhadap tubuh, untuk menekankan
=5t jahat pelaky mengeksploitasi tubuh dan akibatnya terhadap
e an korban, Pasal tersebut terlihat telah bersifat adil gender dengan

"empatkan kebutuhan Perempuan yang memilikj posisi tawar rendah
Ehadap lakilaki saat memutuskan jadi tidaknya berhubungan seksual dj
=erkawinan. Namun demikian pasal sebelumnya yakni Pasal 446 ayat (1)
€ menyatakan perzinaan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan
# Bdak terikat hubungan perkawinan. Meskipun kemudian dalam Pasal
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447 ayat (3) disebutkan bahwa pasal 447 RUU KUHP tidak berlaku pada Pasal
446 ayat (1) huruf e RUU KUHP

Kedua mengenal sanksi yang tercantum dalam rumusan pasal. Secara
tearetis pencantuman sanksi pada sebuah pasal didasarkan pada keadaan
pelaku tindak pidana dan tergantung pada tindak pidana yang dilakukan.
Pada praktiknya hal tersebut akan membawa inkonsistensi pemberian
pidana pada tiap-tiap individu. Inkonsistensi pemberian pidana sendiri
sangat dihindari dalam hukum pidana, karena akan menimbulkan
rasa ketidakadilan (injustice} dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihak
legislatorlah yang berkewajiban mereduksi inkonsistensi tersebut, yang
kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal
tersebut dilakukan dengap jalan menggunakan sistem indeterminate
sentence dalam penjatuhan sanksi pidana. Sistem ini memberi batasan
{margin) pidana maksimal dan minimal yang dapat dijatuhkan cleh hakim.
DPR bertugas menetapkan batas pemidanaan (the limit of sentencing),
sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pemidanaan (the level of
sentencing). Pasal 447 RUU KUHP tidak mencantumkan pidana minimum,
hanya mencantumkan pidana maksimum empat tahun pidana penjara
untuk pelaku yang menggunakan tipu muslihat, sedangkan jika korbannya
diketahui sampai hamil maka pidana maksimal diperberat menjadi lima
tahun pidana penjara. Hal ini menyebabkan hakim bisa saja menjatuhkan
pidana yang sangat ringan, bahkan bisa jadi dibawah tuntutan jaksa
penuntut umum. Rasa keadilan bagl korban akan tercederai saat sanksi
yang dijatubkan dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kerugian korban,
Minimal khusus merupakan penjatuhan sanksi pidana pengaman bagi rasa
keadilan korban.

Ketiga yakni mengenai penegakan pasal tersebut. Dapatkah Pasal 447
RUU KUHP dijalankan oleh aparat penegak hukum? Ada tiga kemungkinan
dalam pembahasan ini. Pertama, saat korban melaporkan kasus dengan
Pasal 447 RUU KUHP di kepolisian maka korban akan ditanyai, dicurigai
bakkan bisa dijerat dengan pasal 446 RUU KUHP. Korban dituduh telah
melakukan perzinaan sesuai dengan pasal 446 RUU KUHP. Perluasan pasal
perzinaan dalam RUU KUHP yang menjerat laki-laki dan perempuan yang
melakuan persetubuhan di luar ikatan pernikahan membuat korban
ketakutan melaporkan kasusnya. Berbeda dengan pelecehan seksual atau
perkosaan, dimana korban sama sekali tidak menginginkan hal tersebut
terjadi. Aparat penegak hukum yang masih memiliki perspektif patriarki
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Tindak Fidana Parzinaan ALILL HAIHT:

R hur Anisan perindungan Hikum Versus Kriminallzasi Parempaan

riemandang Pasal 447 RUU KUHP mengindikasikan perempuan juga
“menginginkan hal yang sama, meski consent tersebut muncul dikarenakan
daya dan muslinat. Menjadi hal menarik dari pasal 446 RUU KUHP adalah
yang berhak melakukan pengaduan hanya istri, suami, orang tua dan anak.
 Seluang tindak pidana perzinaan pada Pasal 446 ayat (1) huruf e, hanya bisa
‘Sadukan oleh orang tus, karena pada umumnya laki-laki dan perempuan
¥yang pelum terikat hubungan perkawinan seringkali belum memiliki anak.
Serzinaan sebagaimana dipaparkan oleh Marpaung di atas semestinya tidak
Smasukkan dalam KUHP, jika melihat perkembangan ilmu pengetahuan
d=n teknologi serta kehidupan berbangsa-bangsa.

-

Kedua, korban pada Pasal 447 RUU KUHP harus memikirkan bagaimana
‘membuktikan tuduhannya kepada pelaku tentang janji akan dinikahi
sebelum dilakukannya persetubuhan oleh pelaku. Meskipun dalam hukum
‘pidana alat bukt dikumpulkan oleh penyidik dan proses pembuktian di
senaadilan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi pihak yang
ertama kali akan dimintai keterangan adalah korban sendiri. Korban harus
sapat menunjukkan bahwa pelakutelah membuat janji terhadap korban dan
R=mudian mengingkarinya. Di lain pihak, korban juga harus membuktikan
kahwa keinginan bersetubuh korban muncul karena janji tersebut bukan
Aarena an sich keinginan korban sendiri. Memisahkan dua niat yang berbeda
.ebut sanhgat tergantung penafsiran penyidik, dalam hal ini kepolisian.
‘Bacaimana jika janii tersebut hanya diungkapkan oleh pelaku kepada korban
w12 dan tidak ada orang lain yang mendengar? Dalam hukum pidana sesual
gengan Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
menganut pembuktian sekurang-kurangnya harus terdirl dari dua alat
bukti. Alat bukti sendiri ditetapkan secara limitatif dalam KUHAP, terdiri dari
y=terangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Jka hanya ada keterangan korban saja tanpa alat bukti pendukung lainnya,
setap tidak akan dapat diproses. Kekurangan alat bukti akan mengakibatkan
snsekuensi yang ketiga.

Akibat ketiga yakni korban dapat dilaporkan balik oleh pelaku atau
keluarga pelaku dengan tuduhan telah melgkukan pencemaran nama baik
yang oleh pembuat undang-undang tetap dimasukkan dalam pasal 471 RUU
WUHP Pasal ini dapat menjerat siapapun yang dirasa menyerang kehormatan
‘maupun nama baik seseorang baik cecara lisan, tulisan maupun gambar
‘gengan ancaman pidana penjara makimal satu tahun dan minimal enam
Bulan, Kelebihan dari Pasal 471 RUU KUHP ini yakni pasal ini merupakan delik
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biasa, artinya tidak akan bisa dicabut jika sudah diprases, Hal ini berbeda
dengan Pasal 447 RUU KUHP ¥ang merupakan delik aduan sehingga bisa
dicabut. Jika demikian, apa implikasi dari dua fakta tersebut? Saat kasius
perzinaan dapat dicabut dan pelaku bebas, kasus pencemaran nama baik

oleh perempuan korban terhadap diri pelaku masik terus diproses. Berikut
isi dari Pasal 471 RUU KUHP:

(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik
orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya
hal tersebut diketahui umum, dipidana karena Pencemaran, dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan} bulan atay pidana denda paling
banyak Kategari II.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulkan dengan
tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atay ditempelkan
di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 {enam} bulan atay pidana denda
paling banyak Kategori I,

(3] Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau
karena terpaksa membela diri.

Perundang-un::iangan yang tidak baik bisa menjadi faktor kriminogen
maupun viktimogen, meskipun disamping ity terdapat faktor lainnya
seperti pelaksanaan undang-undang Yang tidak konsekuen dan sikap atau
tindak tanduk aparat penegak hukum dalam menangani sebuah kasus
pidana (Sahetapy 1982, h, 282). Middendorf (dikutip dalam Hart 1971, h. 22
menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana bergantung
pada tiga faktor yang saling berkaitan, yakni (1) Adanya undang-undang
yang baik (good legislation), (2) Pelaksanaan yang cepat dan pasti (quick and
certain enforcement) dan (3) Pemidanaan yang layak dan seragam (moderate
and uniform sentencing). Pasal 447 RUU KUHP berdasarkan landasan
sosiologis sangat tepat dimasukkan dalam RUU KUHP. namun pasal lain
dalam RUU KUHP menjadikan Pasal 447 RUU KUHP tidak enforceable, bahkan
dapat menjadi faktor kriminal isasi perempuan korban,

Penutup

Adagium dalam ilmu hukum yang berbunyiequality before the law sebagai
akibat dari adagium hukum yang lain yakni semua orang dianggap tahu
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sukum (fictie hukum) membuat posisi liyan semakin terpinggirkan termasuk
serampuan di dalamnya. Demikian pula perumusan pasal 447 RUU KUHP
yang sejatinya untuk melindungi perempuan karban, justru bisa menjadi
or kriminogen yang dapat mengubah posisi perempuan korban menjadi
 pelzku tindak pidana. Hal ini dikarenakan faktor perluasan dari definisi
serzinaan dalam RUU KUHP dan tetap dimunculkannya pasal pencemaran
ama baik dalam RUU KUHP. Perempuan korban terancam dilaporkan balik
sieh pelaku menggunakan dua pasal tersebut jika kasusnya seperti yang
' ada dalam Pasal 447 RUU KUHP. Agar Pasal 447 RUU KUHP enforceable, maka
sebaiknya perluasan definisi perzinaan dlalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dan
Socal 471 RUU KUHP tidak perlu dimasukkan dalam RUU KUHF Selain itu,
herian sanksi pidana dalam rumusan pasal 447 RUU KUHP yang tidak
memiliki batas minimum juga dapat mencederai rasa keadilan korban apabila
=aku dijatuhi sanksi pidana yang sangat ringan. Pembuat undang-undang
sevogianya harus berhati-hati dalam merumuskan pasal perlindungan bagi
serempuan korban, jika tidak maka akan seperti pisau bermata dua yang
Justru akan melukai korban.
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